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Assalamuõalaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastyastu,  

Namo buddhaya, Salam kebajikan.   

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan 
dan melindungi kita dalam menjalankan tugas mulia, yaitu menghimpun penerimaan negara 
dari sektor perpajakan.  

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pandan 
disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan 
pencapaian tujuan /sasaran strategis yang dibebankan kepada KPP Pratama Tanjung Pandan 
dan penggunaan anggaran KPP Pratama Tanjung Pandan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja 
(Permenpan Nomor 53/2014). LAKIN ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kerja 
secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka 
perwujudan good governance serta sebagai feed back meningkatkan kinerja secara bertahap 
dan berkesinambungan. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh pegawai di 
lingkungan KPP Pratama Tanjung Pandan yang telah ikhlas bekerja keras, cerdas dan siap 
dalam memanfaatkan setiap potensi atau kesempatan untuk mengamankan penerimaan 
negara. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para 
Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya berharap kinerja KPP 
Pratama Tanjung Pandan akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan untuk masa-
masa yang akan datang. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin ketika seluruh pihak 
yang terlibat, bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lain. Semoga Tuhan Yang Maha 
Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah pada usaha dan perjuangan kita untuk 
meningkatkan penerimaan negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib 
Pajak 

Demikian LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Tanjung Pandan ini disusun guna 
memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi yang dibebankan kepada KPP 
Pratama Tanjung Pandan. 

#APBN SEHAT, INDONESIA SEJAHTERA. 
Salam Sehat, 
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om santi santi om.  

 Kepala Kantor 

   

 

 

 

 

 

Ditandatangani secara elektronikonik 

 Farchan Ilyas 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Akuntabilitas  Kinerja  adalah perwujudan  kewajiban  suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. 

Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan  dengan penetapan sasaran/target  

kinerja  secara terukur sesuai misi organisasi. 

 

Laporan Kinerja  (LAKIN) merupakan alat  penilai  kinerja  secara kuantitatif  dan 

sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good 

governance.  Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

LAKIN DJP tahun 2024 merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan 

pelaksana kebijakan  dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.  Sejalan dengan 

hal tersebut, DJP menetapkan tujuan organisasi periode 2020 ð 2024 yaitu:  

1. Pengelolaan fiskal  yang sehat dan berkelanjutan.  

2. Penerimaan negara yang optimal.  

3. Birokrasi dan layanan publik  yang agile,  efektif,  dan efisien.  

 

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang 

ditetapkan, yaitu: òMenjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan 

yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Ber keadilanó, dengan memperhatikan misi 

DJP yaitu: 

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia; 

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegak an 

hukum yang adil; dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 

berintegritas , profesional, dan bermotivasi.  

 

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan 

eksekusi strategi berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC digunakan sebagai alat 

manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam 

kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu 

penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).  
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Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN Tahun 2024) target penerimaan pajak 

nasional telah ditetapkan sebesar Rp 1.989 triliun. Target tersebut kemudian didistribuikan 

ke seluruh kantor wilayah DJP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-

26/PJ/202 4 tanggal 25 Januari 2024 yang memberikan amanah target penerimaan pajak 

tahun 2024 kepada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 

23.053.164.188.399 (dua puluh tiga triliun lima puluh miliar seratus enam puluh empat juta 

seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah ).  Target 

penerimaan Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/ PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024 

kemudian mengalami perubahan menjadi 23.191.692.682.000 (Dua puluh tiga triliun seratus 

sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh 

dua ribu rupiah).   

KPP Pratama Tanjung Pandan berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung nomor KEP-

274/WPJ.03/202 4 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan 

Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan 

dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 mendapat amanah untuk 

mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 584.160.791.000 (lima ratus delapan puluh empat 

miliyar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah.  

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan 

anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Keuangan, 

maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk 

membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP mengacu pada Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 

2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-389/PJ/2020.  

 

 

 



      
 

  
 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

1.  Kedudukan  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan merupakan instansi verti kal 

DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. 

2.  Tugas 

Dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Tanjung Pandan berada 

dibawah Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan 

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan 

Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan 

objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang -

undangan. 

3.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Tanjung Pandan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;  

b.  penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah 

wewenang KPP; 

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Waji b Pajak;  

d.  pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak; 

e.  pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f.  pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;  

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ penca butan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat; 

h.  pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;  

i.  pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;  

j.  penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk 

layanan perpajakan;  

k.  pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;  

l.  penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal 

dan eksternal;  

m. pemutakhiran basis data perpajakan;  

n.  pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. pengelolaan kinerja dan pengel olaan risiko;  

p.  pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;  

q.  penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;  

r.  pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;  

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan  

t.  pelaksanaan administrasi kantor.  

 

 

 



      
 

  
 

Peran Strategis  

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan 

kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya 

terdiri dari penerimaan PPh, PPN, d an PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

pajak Iainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea 

Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP. KPP Pratama 

Tanjung Pandan merupakan unit vertikal dibawah yang  bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka 

Belitung.  

Gambar 1.1 Kontribusi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2024 

 

Kontribusi Penerimaan Perpajakan 

Tahun 20 20-2024 

 
  

 

Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2022 tumbuh positif 29,43% 

dari tahun 2021. Dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan ekonomi, 

melanjutkan reformasi dan mencapai target penerimaan dalam APBN, KPP Pratama 

Tanjung Pandan berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap 

menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda pere konomian di dalam negeri.  
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Struktur Organisasi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adapun struktur organisasi KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:  

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah 

tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian 

kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, 

pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas 

kantor.  

b.  Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian 

data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpaja kan, pengelolaan dan 

tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan 

dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan 

kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaita n 

dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta 

melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi 

produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan  

c. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak 

memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan 

konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, pener imaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses 



      
 

  
 

penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib 

Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan 

penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan 

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan.  

d.  Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan 

penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang 

pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk 

hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.  

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d V 

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka 

memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang -undangan perpajakan 

melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi 

berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan 

wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi , pencarian, 

pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut 

data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan 

dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan 

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan 

perpajakan.  

 

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Tanjung Pandan pada hakekatnya 

merupakan amanat DJP, oleh karena itu KPP Pratama Tanjung Pandan berusaha untuk 

menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya 

guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat 

mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan 

secara transparan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan 

program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.  

Visi, misi, nilai, arah kebijakan, destination statement , sasaran strategi dan 

indikator kinerja utama, inisiatif strategis DJP yang disusun dalam Renstra DJP 2020 -2024 

harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran DJP 

dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran 

strategis DJP. KPP Pratama Tanjung Pandan dalam pelaksanaan kegiatannya senantiasa 

mengacu dan mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.  

 

 

 



      
 

  
 

1.  Visi, Misi dan Nilai  

a. Visi KPP Pratama Tanjung Pandan  

Visi KPP Pratama Tanjung Pandan seperti yang tertuang dalam visi DJP 

adalah òMenjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi 

Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam 

rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: òMenjadi Pengelola 

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, I nklusif dan Berkeadilanó 

b.  Misi KPP Pratama Tanjung Pandan 

Untuk mencapai Visi tersebut maka KPP Tanjung Pandan menetapkan Misi 

yang merupakan Misi DJP sebagai berikut: 

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta 

penegakan hukum yang adil; dan 

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta a paratur pajak yang 

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.  

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Tanjung 

Pandan yang merupakan unit kerja di bawah naungan DJP, berpedoman 

kepada nilai -nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:  

1. Integritas ð Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 

dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip -prinsip moral . 

2. Profesionalisme ð Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 

terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yan g tinggi.  

3. Sinergi ð Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 

yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 

berkualitas . 

4. Pelayanan ð Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 

kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 

akurat dan aman.  

5. Kesempurnaan ð Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala 

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

2.  Tujuan dan Sasaran  

Sebelum menentukan tujuan dan sasaran, KPP Pratama Tanjung Pandan telah 

merumuskan faktor kunci keberhasilan yang mencakup berbagai aspek dari 

Misi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja KPP Pratama 

Tanjung pandan sebagai berikut:  

a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia untuk mengantisipasi masuknya 

investor yang mengelola Sumber Daya Alam yang masih banyak dan luas; 

b.  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta 

menegakkan hukum untuk mengurangi usaha penghindaran dan 

penggelapan pajak;  

c.  Perjanjian kerjasama data dari Pemda dan instansi lainnya dengan 

teknologi informasi;  

d.  Mendayagunakan seluruh pegawai untuk menguasai informasi perpajakan 

untuk mendukung penggalian potensi pajak;  

 

Tujuan KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:  

a. Tujuan Fiskal 

1) Mengamankan rencana penerimaan setiap tahun anggaran; 

2) Meningkatkan penegakan hukum (Law Enforcement).  

b.  Tujuan Kelembagaan  

1) Meningkatkan pelayanan perpajakan 
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia 
3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.  

 

Sasaran yang akan dicapai adalah: 

a. Sasaran Fiskal 

1) Terealisasinya rencana penerimaan; 
2) Terlaksananya sanksi baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak; 

3) Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.  

b.  Sasaran Kelembagaan 
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional;  
2) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; 

3) Terlaksananya penyuluhan yang berkesinambungan; 

4) Terlaksananya program pendidikan dan latihan pegawai;  

5) Tersedianya sistem informasi yang dapat dioptimalkan untuk 

meningkatkan pelayanan perpajakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

3.  Kebijakan dan Program  
 

Untuk mencapai tujuan diperlukan penjabaran sasaran yang akan 

dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Perwujudan hal tersebut adalah 

dengan merumuskan serangkaian kebijaksanaan, menyusun dan 

merealisasikan kegiatan-kegiatan. KPP Pratama Tanjung Pandan merumuskan 

kebijaksanaan mengoptimalkan rencana penerimaan pajak, peningkatan 

pelayanan kepada Wajib Pajak meningkatkan law enforcement, dan 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun program untuk 

mengoptimalkan rencana penerimaan maka ditempuh upaya penetapan 

rencana penerimaan dan pemantauannya. 

Upaya peningkatan penegakan hukum (Law Enforcement ) ditempuh 

dengan meningkatkan tindakan penagihan aktif dengan penyitaan, 

pembloki ran rekening, pencegahan dan penghapusan piutang pajak yang 

telah kadaluarsa.  

Sedangkan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak 

merupakan tuntutan z aman yang harus selalu ditingkatkan ditempuh antara 

lain dengan: 

a. Penyelesaian permohonan NPWP diselesaikan dalam waktu 1 (satu) 
hari;  

b.  Permintaan formulir perpajakan diberikan sesuai dengan permintaan 
Wajib pajak;  

c.  Pelayanan konsultasi yang diberikan setiap waktu (jam dinas);  
d.  Menerima SPT Tahunan PPh dari KPP lain. 

 
Upaya peningkatan pelayanan prima kepada Wajib Pajak juga 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dengan memanfaatkan 

teknologi berbasis aplikasi seperti TOP (Tanya Orang Pajak), BOS (Billing 

Order Service) dan Tarsius (Tax Archieves Administration Unique System ).  

Untuk meningkatkan kualit as Sumber Daya Manusia (SDM), KPP 

Pratama Tanjung Pandan mengusulkan untuk mengikuti berbagai diklat bagi 

pegawai yang memenuhi syarat dan melakukan In House Training, sosialisasi 

peraturan baru, pembinaan mental, kegiatan keagamaan, olahraga yang 

diantaranya senam, futsal, tenis meja, bersepeda santai, tenis lapangan, 

basket, volly, panahan m andiri dan lain lain, serta  melakukan kegiatan 

bersama baik formal seperti Rapat Pembinaan dilakukan sebulan sekali, rapat 

DKO & NKO setiap triwulan, dan ICV (Internalisasi Corporate Value ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

Sistematika  Pelaporan  

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Tanjung Pandan tahun 2024 

adalah  sebagai berikut:  

1. Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan 

sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya. 

2. Bab I.  Pendahuluan 

Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN, 

kedudukan, tugas, dan fungsi DJP, peran strategis, struktur organisasi DJP, serta 

sistematika pelaporan.  

3. Bab II.  Perencanaan Kinerja  

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, 

perencanaan kinerja,  perencanaan anggaran dan penetapan kinerja.  Selain 

itu,  juga diuraikan pelaksanaan refinemen t  Kontrak Kinerja Kemenkeu-One 

tahun 2024 dan pengukuran  kinerja  organisasi. 

4. Bab III.  Akuntabilitas  Kinerja  

a. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja  sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. 

b.  Realisasi Anggaran 

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja  organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian  Kinerja.  

5. Bab IV. Penutup 

Pada Bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi 

pemecahan langkah-langkah perbaikan untuk tahun mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

PERENCANAAN KINERJA 

Rencana Strategis 

Perencanaan Anggaran 

Peran Strategis 

Struktur  Organisasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

Rencana Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit  

organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. 

Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP 

Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan 

strat egi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan 

kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. 

Penyusunan  Renstra  Tahun  DJP  2020-2024  mengacu  pada 

dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan yang terdapat 

pada RPJMN tahun 2020 ð 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda 

pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah agenda 

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas  dan berkeadilan.  

Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi: 

1) Pengelolaan fiskal  yang sehat dan berkelanjutan.  

2) Penerimaan Negara yang Optimal.  

3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif,  dan Efisien. 

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat: 

1) Profil DJP. 

2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. 

3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan. 

4) Arah Kebijakan DJP. 

5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja. 

6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan. 

1. Visi Direktorat  Jenderal Pajak 

 Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 -2024, visi DJP adalah 

òMenjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara 

melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan 

Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: òMenjadi Pengelola 

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, 

Inklusif dan Berkeadilanó. 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak  

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah: 

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum 

yang adil.  



      
 

  
 

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi 

yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, 

profesional, dan bermotivasi.  

3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan 

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan  Kementerian Keuangan dengan 

menetapkan tujuan DJP periode 2020 ð 2024 yaitu:  

 

Gambar 2.1 Tujuan DJP Periode 2020 ð 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda 

prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian 

Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut  : 

Gambar 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

 

4. Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi 

Presiden Tahun 2020 ð 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 ð 2024. 

Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah 

dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) 

terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 ð 2024, 

yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

 

Sasaran Strategis DJP 2020-2024 dan penjabaran dalam bentuk insiatif 

strategis KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:  

Sasaran Strategis Inisiatif Strategis  

1. Penerimaan negara dari sektor 

pajak yang optimal  

 

 

Berdasarkan teori Balanced Scorecard 

Sasaran Strategis yang berada di 

Stakeholder Perspective, merupakan hasil 

(outcome) dari satu atau lebih inisiatif 

strategis yang dilakukan pada Process 

Prespective dan Learning and Growth 

Prespective, sehingga tidak ada inisiatif 

strategis dan IUC-nya 

2. Kepatuhan tahun berjalan yang 

tinggi  

 

3. Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

 

4. Edukasi dan pelayanan yang 

efektif  

¶ Melakukan kegiatan Business 

Development Services Programs, Tax 

Goes To School dan penyuluhan melalui 

media elektronik dan radio serta sarana 

Whatsapp; 

¶ Meningkatkan kompetensi tenaga 

penyuluh dan perbaikan materi 

penyuluhan. 

5. Pengawasan pembayaran masa 

yang efektif  

 

6. Pengawasan kepatuhan material 

yang efektif  

¶ Memperbaiki segmentasi dan model 

penjangkauan Wajib Pajak 

¶ Membenahi sistem administrasi PPN 

¶ Menyusun Model manajeman kepatuhan 

Wajib Pajak berbasis risiko ( Compliance 

Risk Management) 

¶ Meningkatkan intensifikasi pengumpulan 

pajak 

7. Penegakan hukum yang efektif ¶ Meningkatkan efektivitas pemeriksaan 

dengan Penagihan yang aktif melalui 

pencegahan 

¶ Mencairkan jumlah ketetapan pajak cair 

pada tahun berjalan  

8. Data dan Informasi yang 

berkualitas  

¶ Secara sistematis melibatkan pihak 

ketiga untuk data, penegakan, dan 

penjangkauan Wajib Pajak 

¶ Melaksanakan proses uji validitas data 

secara optimal  

¶ Secara selektif memperluas jangkauan 

DPC dan meningkatkan kapabilitas 

perolehan data  

9. SDM yang kompeten 

 

¶ Mewajibkan pegawai yang setelah 

mengikuti diklat/bimtek/Forum /IHT 

agar menyampaikan ke seluruh pegawai 



      
 

  
 

dalam bentuk Transer of Knowledge dan 

In House Training 

¶ Kewajiban e-learning  tepat waktu  

10. Organisasi yang berkinerja 

tinggi  

¶ Penguatan Organisasi 

¶ Pelaksanaan DKO dan MR secara efektif 

¶ Pelaksanaan FGD secara efektif 

11. Pengelolaan Keuangan yang 

Optimal  

¶ Melakukan monitoring dan evaluasi 

rencana dan penggunaan anggaran 

tahun 2024 

¶ Melakukan revisi anggaran secara 

periodik  

¶ Melakukan efesiensi anggaran khususnya 

SPD 

 

Peta Strategis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  
 

Kontrak Kinerja  

 



      
 

  
 

 

 


